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Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten memberikan opini
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2024 di aula kantor BPK RI
Perwakilan Provinsi Banten, Senin, 26 Mei 2025. Dari delapan kabupaten/kota, 5 pemda
mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Yaitu Kota Tangerang, Kota Serang,
Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang. Sedangkan tiga pemda lainnya
yakni Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan meraih opini WTP tetapi
dengan penekanan.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Firman Nurcahyadi mengatakan, pemeriksaan
atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Berdasarkan pemeriksaan yang telah
dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan rencana aksi dari
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya maka BPK memberikan opini WTP atas
LKPD Tahun 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang,
Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kota Serang.

Selain itu, lanjutnya, BPK juga memberikan Opini WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu
Hal atas LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 mengenai penggunaan sisa DAK dan DAU
(specific grant) untuk membiayai Belanja Daerah lainnya karena mengalami kesulitan likuiditas;
dan Kenaikan Utang Belanja yang berisiko tidak dapat dilunasi pada Tahun 2025 karena mengalami
Defisit Keuangan Riil.

Kedua, Opini atas LKPD Kota Cilegon Tahun 2024 adalah WTP dengan Paragraf
Penekanan Suatu Hal atas defisit Keuangan riil karena penganggaran PAD yang tidak rasional dan
tidak diimbangi dengan realisasi dan pengendalian belanja. “BPK juga memberikan opini WTP
dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atas LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 terkait
ketidakpastian hasil dari permasalahan hukum, terkait pelaksanaan kontrak kerjasama pengelolaan
sampah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup oleh instansi penegak hukum,”
pungkasnya.
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Catatan’

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur
keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:
1. Kkesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;

2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk
memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil
pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan
menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan

rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

! Ragam Opini BPK (https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk, Edukasi, 13 Juli 2020)
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Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan
kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini
yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa
laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang
material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa
laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang
material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan
dengan yang dikecualikan.

Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas
yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas
entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak
Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat
atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah
kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan
opini WTP Institusi yang besangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas
kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat).

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban
APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab
dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta
memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa

berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
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